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ABSTRAK

Hikmah Atfalina. NIM: 2108206053, “IMPLEMENTASI KEWENANGAN
PENJABAT WALIKOTA PADA MASA TRANSISI PILKADA 2024
DALAM MEWUJUDKAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DITINJAU
DARI PERMENDAGRI NO 4 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI
PEMERINTAH KOTA CIREBON)”

Indonesia sebagai negara hukum pasca reformasi, mengadopsi desentralisasi
melalui otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945. Dalam sistem ini, kepala
daerah, yang dipilih melalui pilkada, memegang peran sentral dalam pemerintahan
daerah. Namun, kekosongan jabatan, yang mungkin terjadi akibat berakhirnya masa
jabatan atau faktor lain, memerlukan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.
Pemilu serentak 2024, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, menyebabkan
pengangkatan 271 Penjabat Kepala Daerah, termasuk di Kota Cirebon, berdasarkan
Permendagri No. 4 Tahun 2023. Kewenangan Penjabat yang terbatas, sebagai
mandat administratif, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas good
governance dan otonomi daerah, terutama dalam masa transisi yang panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Penjabat
Walikota Cirebon dalam mewujudkan good governance selama transisi Pilkada
2024. Dengan fokus pada peran, hambatan dan tantangan, serta implementasi
kewenangan penjabat walikota menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif yakni hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem
norma melalui peraturan, putusan, perjanjian, dan doktrin.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini: Pertama, meskipun Penjabat
Walikota Cirebon telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
melalui media sosial dan laporan formal, kesenjangan antara transparansi formal
dan substansial. Interaksi publik, akses informasi, dan partisipasi dalam
pembentukan kebijakan masih perlu ditingkatkan, mengindikasikan bahwa prinsip-
prinsip good governance belum optimal di Kota Cirebon. Kedua, Penjabat Walikota
Cirebon menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan good governance,
meliputi kompleksitas birokrasi, profesionalisme ASN, dan isu sosial-politik.
Mekanisme perizinan dari Menteri Dalam Negeri memunculkan kekhawatiran
terkait otonomi daerah dan kepercayaan publik. Lemahnya legitimasi dan respons
yang lambat semakin mengurangi kepercayaan publik. Ketiga, implementasi
kewenangan Penjabat Walikota, meskipun sesuai regulasi, menimbulkan paradoks
antara kepatuhan dan distorsi otonomi daerah. Interpretasi fleksibel Permendagri
terkait persetujuan Mendagri memunculkan pertanyaan tentang batasan
kewenangan dan potensi intervensi pusat. Dalam menjalankan fungsi eksekultif,
Penjabat Walikota terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan defisit legitimasi.

Kata Kunci: Kewenangan, Penjabat Walikota, Good Governance, Permendagri
No. 4 Tahun 2023, Pemerintah Kota Cirebon



ABSTRACT

Hikmah Atfalina, NIM: 2108206053, "IMPLEMENTATION OF THE
AUTHORITY OF THE OFFICING MAYOR DURING THE 2024 ELECTION
TRANSITION PERIOD IN REALIZING THE CONCEPT OF GOOD
GOVERNANCE REVIEWED FROM PERMENDAGRI NO 4 OF 2023 (CASE
STUDY IN CIREBON CITY GOVERNMENT)

Post-reformasi Indonesia, a law-based state, adopted decentralization via
regional autonomy (1945 Constitution). Regional heads, elected through pilkada,
are central to governance. Vacancies, due to term expiration or other factors, require
Acting Regional Heads. The 2024 elections led to 271 appointments, including in
Cirebon (Permendagri 4/2023). Limited authority of these Acting Heads, as
administrative mandates, questions good governance and autonomy effectiveness
during prolonged transitions.

This research aims to examine the implementation of the Cirebon Acting
Mayor's authority in realizing good governance during the 2024 Pilkada transition.
With a focus on the role, obstacles and challenges, as well as the implementation of
the acting mayor's authority according to Regulation of the Minister of Home
Affairs No. 4 of 2023. This study employs a qualitative research method with a
juridical-normative approach. Juridical-normative research views law as a
normative system, analyzing it through regulations, court decisions, agreements,
and doctrines.

The conclusions of this research are as follows: Firstly, although the Acting
Mayor of Cirebon has made efforts to improve transparency and accountability
through social media and formal reports, this study found a gap between formal and
substantive transparency. Public interaction, information accessibility, and
participation in policy formulation still need to be improved, indicating that the
principles of good governance are not yet optimal in the City of Cirebon. Secondly,
the Acting Mayor of Cirebon faces significant challenges in realizing good
governance, including bureaucratic complexities, sub-optimal civil servant
professionalism, and socio-political issues. The licensing mechanism from the
Minister of Home Affairs raises concerns regarding regional autonomy and public
trust. Weak legitimacy and slow responsiveness further erode public confidence.
Thirdly, the implementation of the Acting Mayor's authority, despite regulatory
compliance, creates a paradox between adherence and distortion of regional
autonomy. Flexible interpretations of Permendagri regarding ministerial approvals
raise questions about the limits of authority and potential central government
intervention. In executing executive functions, the Acting Mayor is hindered by
bureaucratic complexities and a legitimacy deficit.

Keywords: Authority, Acting Mayor, Good Governance, Permendagri No. 4 of
2023, Cirebon City Government
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